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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR   56   TAHUN  2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2011 

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN 

DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
  Menimbang 
:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. bahwa penyesuaian dimaksud agar terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan urusan  dan organisasi perangkat daerah dan standar akuntansi pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

12. Peraturan Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : 
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1)  Gubernur dapat memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan tertentu.
(2)  Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. kemampuan keuangan daerah;

b. mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;

c. kebutuhan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; dan
d. pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(3)  Dihapus. 
(4)  Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1)  Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan melalui rancangan KUA dan PPAS.

(2)  Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan objek bantuan keuangan.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8A
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui TAPD.
(2) Permohonan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan oleh Bupati/Walikota.
(3) Permohonan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Bupati/Walikota.
(4) TAPD mengkoordinasikan dan mensinergiskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyusunan APBD.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Penatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD yang telah ditetapkan. 
(1a)
Bantuan keuangan disalurkan setelah diterbitkan Keputusan Gubernur. 
(2) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer/pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
(3) Penerima bantuan keuangan menyampaikan Pakta Integritas dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
(4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap berikutnya.
(5) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap pertama.
(6) Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini.
(7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15
Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PPKD dalam rangka pembayaran langsung bantuan keuangan dengan melampirkan persyaratan :
a. salinan nomor rekening kas daerah/kas desa; 
b. surat pernyataan dari penerima bantuan yang menyatakan kebenaran rekening kas daerah/kas desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
c. pakta integritas untuk penyaluran tahap pertama; dan
d. surat pernyataan tanggung jawab untuk penyaluran tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 18
(1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus wajib menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang diterimanya.
(2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan realisasi.
(3) Dihapus.
(4) Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur Cq. PPKD paling lama tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya.
(5) Laporan realisasi sebagaimana ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur  ini.
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum meliputi :

a. Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan keuangan; dan
b. bukti transfer bantuan keuangan.
(2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus meliputi:

a. Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan keuangan;

b. petunjuk teknis yang disusun oleh PPKD/Kuasa PPKD dan ditandatangani oleh Gubernur;

c. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai petunjuk teknis; dan 
d. bukti transfer bantuan keuangan; dan
e. surat pernyataan tanggung jawab.
8. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21
(1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. laporan realisasi; dan
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 21A
(1) Dalam hal realisasi fisik kegiatan tidak mencapai 100% (seratus persen), sisa dana dapat digunakan kembali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.
(2) Terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
(3) Apabila pada tahun anggaran berikutnya masih terdapat sisa dana akibat tidak terlaksananya kegiatan sebagaimana ayat (2), maka sisa dana dimaksud disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(4) Dalam hal realisasi fisik telah mencapai 100% (seratus persen)  dan terdapat efisiensi dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening kas umum Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 24
(1) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) berkaitan dengan: 

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa; 

c. pemeliharaan data dan arsip; dan 

d. pemeliharaan peralatan kantor.
(2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) bertujuan untuk : 

a.
peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b.
peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 

c. 
peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 

(3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.  

(4) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan kegiatan: 

a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan 

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 

11. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25
(1) PPKD menyusun perencanaan bantuan keuangan kepada partai politik pada KUA-PPAS.
(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan formulasi penghitungannya, nama partai politik, dan jumlah bantuan keuangan masing- masing yang diterima. 
(3)
Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD provinsi.
(4)
Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
(5) 
Formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud pada      ayat (2) dilakukan dengan :
a. besaran nilai bantuan persuara yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD provinsi tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya;
b. jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD provinsi dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD provinsi dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi periode berkenaan.

12. Pasal 37 dihapus
13. Pasal 38 dihapus
14. Pasal 40 dihapus
Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.



Ditetapkan di Mataram



pada tanggal 31 Desember 2015    
     

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd          
H. M. ZAINUL MAJDI 
Diundangkan di Mataram

pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



     ttd
           H. MUHAMMAD NUR
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
    KEPALA BIRO HUKUM,
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          H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010
�EMBED Unknown���








_1512332320

